Menimbang: a.

Mengingat :

1.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 28 Tahun 2017 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian
tugas dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara;

bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114});

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 32);

6. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
{Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2018 Nomor 19j};

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekrertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.

Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis
pada dinas yang selanjutnya disebut UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan
fungsional yang terdiri dari temaga-tenaga yang memiliki
keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan
tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB I
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

(1} Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

(2)

Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan

Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang

Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian

serta Pengembangan Lingkungan Perhubungan dan tugas

pembantuan.

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu
lintas, rekayvasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan
angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam
trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan
terminal;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan,
pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat, sungai,
danau dan penyeberangan;

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan di  bidang
perkeretaapian dan pengembangan, meliputi
penyelenggaraan  prasarana perkeretaapian  provinsi,
koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana
perhubungan serta pemaduan moda dan teknologi
perhubungan;

penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan
eksternal;

penyclenggaraan tugas pembantuan di bidang

perhubungan;



g.

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a.

menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan,
mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi
Dinas;

menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana
kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan
nasional dan pembangunan daerah;

menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan
pemberian dukungan dengan kebijjakan umum dan
kebijakan Pemerintah Daerah;

menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian
dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
di bidang perhubungan;

menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan program lalu lintas dan angkutan jalan,
pelayaran dan perkeretaapian serta pengembangan
lingkungan dan usaha di bidang pelayanan perhubungan;
menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan
rekomendasi mengenai perhubungan sebagai bahan
penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
menyelenggarakan telaahan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan dinas;

menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan tugas-
tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi
kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, lingkungan perhubungan dan
pengembangan usaha pelayanan perhubungan;
menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam
rangka pelayanan di bidang perhubungan;
menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga

perhubungan lintas Kabupaten/Kota;



l. menyelenggarakan pengoordinasian dan membina Unit
Pelaksana Teknis;

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2} dan ayat (3),
Kepala Dinas dibantu:

a. Sekretariat;

b. Bidang Lalu Lintas Jalan;

c. Bidang Angkutan Jalan;

d. Bidang Pelayaran;

e. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan;
f.  Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Langkat dengan
cakupan wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang
Bedagai dan Langkat.

2. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pematangsiantar dengan cakupan wilayah
Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Simalungun dan Toba
Samosir.

3. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dolok Sanggul
dengan cakupan wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

4. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Tua
dengan cakupan wilayah Padangsidempuan, Tapanuli
Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang
Lawas Utara.

5. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kabanjahe
dengan cakupan wilayah Karo, Samosir, Dairi dan
Pakpak Bharat.

6. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanjungbalai
dengan cakupan wilayah Batu Bara, Asahan,
Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu
Selatan dan Labuhanbatu.



g.

7. UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunungsitoli
dengan cakupan wilayah Gunungsitoli, Nias, Nias
Barat, Nias Utara dan Nias Selatan.

8. UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan di Parapat.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

{1} Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di

2

bidang urusan umum dan kepegawalan, keuangan dan

program, akuntabilitas dan informasi publik.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan
pegawai pada lingkup Sekretariaf;

penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat
struktur pada lingkup Sekretariat;

penvelenggaraan instrukst pelaksanaan tugas lingkup
Sekretariat;

penvelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup
Sekretariat;

penyvelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar
pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum
dan kepegawaian serta pelayanan umum;

penyvelenggaraan administrasi perencanaan, Kkeuangan,
umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
yang ditetapkan;

penyelenggaraan pengoordinasian, penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
standar vang ditetapkan;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;






